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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam
Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di
Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)”. Jaksa penuntut umum memiliki banyak
faktor dalam merumuskan tuntutan. Dalam melakukan penuntutan kejaksaan
memiliki hak Merdeka yang telah hak mutlak. Rumusan tuntutan jaksa penuntut
umum berpedoman pada pedoman tuntutan pidana untuk meminimalisir terjadi
disparitas tuntutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa faktor-faktor
penyebab terjadinya disparitas tuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan apa faktor-faktor
yang mempengaruhi jaksa dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Jenis
penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil
penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tuntutan terhadap
tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah faktor fakta persidangan,
rekomendasi balai pemasyarakatan, riwayat anak pelaku, perilaku dan kepribadian
anak pelaku, berat ringan perbuatan dan trauma korban, upaya perdamaian,
keluarga, pendidikan, usia, dan putusan hakim. Faktor-faktor yang mempengaruhi
jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh
anak adalah faktor kebebasan membuat tuntutan asal tidak dilvar dari pedoman dan
faktor pengalaman.

Kata Kunci: Disparitas, Jaksa Penuntut Umum, Anak.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan
bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu,
posisi anak sangat bernilai dan sangat sentral bagi keluarga dan bangsa. Anak
adalah harapan masa depan bangsa dan masih banyak lagi ekspresi serupa yang

dapat digali dari nilai kultural masyarakat.t

Anak sebagai generasi penerus bangsa tak jarang melakukan tindak
kejahatan atau bisa disebut dengan kenakalan anak. Kenakalan yang dilakukan anak
dapat dipengaruhi dari dalam maupun luar diri anak tersebut. Faktor lingkungan
sangat memengaruhi perilaku anak sebab anak sering kali menerapkan apa yang
dilihat baik perkataan maupun perilaku orang dewasa disekitar mereka. Apabila
anak berada dilingkungan yang taat norma agama, kesusilaan dan sopan santun
akan menjadi modal bagi anak untuk berperilaku baik. Akan tetapi, apabila anak

berada di lingkungan yang buruk maka tak jarang anak pun akan berperilaku

LLilik Mulyadi, Pengadilan Anak diIndonesia Teori, Praktik dan Permasalahanya,
Bandung: Mandar Maju, 2005, him. 187.



demikian. Wagiati Soetodjo membagi kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah:?

1. Kejahatan ketertiban;

2. Kejahatan susila;

3. Kejahatan pembunuhan;

4. Kejahatan penganiayaan;

5. Kejahatan pemerasan;

6. Kejahatan senjata tajam;

7. Kejahatan kenakalan dalam keluarga;
8. Kejahatan narkotika;

9. Kejahatan penculikan; dan

10. Kejahatan mata uang.

Anak nakal yang telah mencapai umur delapan belas tahun tetapi belum
mencapai usia delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Adapun yang

dimaksud anak nakal sebagai berikut:*

a. Anak yang melakukan tindak pidana;
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik
menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang

hidup dan berlaku dimasyarakat bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), anak yang berhadapan

2 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, 2006, him.18.
3 M Hassan Wadong, Advokasi Anak Dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Gramedia,
2000, him. 21.



dengan hukum (selanjutnya disebut dengan ABH) ialah anak yang berkonflik
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi
saksi tindak pidana. Sedangkan, anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak
yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana
atau dalam UU SPPA disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum juga
berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum bagi anak dapat
diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan
hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.*

Pada berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa

perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:®

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;

b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;

c. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan, keluarga, pendidikan dan
lingkungan sosial);

d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan
kemerdekaan;

e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan,

perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan

4 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, him. 155.
% 1bid., him. 56.



obat- obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan
sebagainya);

f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;

g. Perlindungan anak dari akibat perperangan/konflik bersenjata;

h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Perlindungan hukum bagi anak belum dapat dilakukan secara maksimal
karena pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak seperti
Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial belum ada terutama
di daerah-daerah. Selain itu, Lembaga Penempatan Anak Sementara (selanjutnya
disebut LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA)
juga belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah secara merata di seluruh

wilayah Indonesia.®

Pada proses peradilan pidana anak berhak dibedakan dengan orang dewasa
seperti yang telah diatur dalam UU SPPA. Ketentuan mengenai penempatan secara
terpisah ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya
disebut UU Pemasyarakatan). Pada Pasal 4 UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa

Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan

® Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”, Jurnal llmu
Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020, him. 58-59.



disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Lembaga Pemasyarakatan ini setelah

berlakunya UU SPPA berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.’

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional maka anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA) juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan
dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut.
Ketika negara tidak mampu melaksanakan amanat undang-undang ini maka negara
seharusnya menghindarkan anak-anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana
penjara.® Telah dijelaskan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara terhadap anak
hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sehingga apabila anak dijatuhi pidana
penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka berhak
memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan
dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Terkait ketentuan mengenai pembinaan anak yang berkonflik dengan
hukum masih mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

" Dita Adistia, Paham Triyoso, dan Setiawan Nurdayasakti, “Dampak Penempatan Anak
Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan Dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem
Pemasyarakatan”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, him.23.

8 Hartono, “Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Iimiah Hukum, Vol. 11, No. 1, 2019, him. 76.



menjelaskan bahwa program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak

didik pemasyarakatan.®

Untuk menentukan kenakalan anak tersebut bisa dipidana atau tidak
tentunya memerlukan peranan aparat penegak hukum terkait. Menurut Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, aparat penegak
hukum ialah aparat yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan
berdasarkan undang-undang yang dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini
termasuk juga di dalamnya penyadapan yang mana aparat ini terdiri dari polisi,
jaksa, advokat dan hakim. Aparat penegak hukum juga diberi kewenangan untuk
melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi atau

menjalankan perintah undang-undang.°

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia menjelaskan bahwa jaksa merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan
fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan
kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan penuntut umum adalah
jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kejaksaan sebagai pengendali

proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan

® Agus Darwanta, “Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child)
dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”, Reformasi Hukum, Vol. 24,
No. 1, 2020, him. 70.

10 Muhamad Bacharudin Jusuf, Rafli Riski Ramadan, Muhammad Rafly Fallah, dkk.
“Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Nusantara:
Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2023, him. 2.



hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu
kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah
menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis
(procureur die de procesvoering vaststelt), kejaksaan juga merupakan satu-satunya
instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). ! Dalam membuat
dakwaan dibeberapa perkara tindak pidana, jaksa penuntut umum menjerat pelaku
baik dalam perkara sama ataupun berbeda dengan pasal yang sama. Tetapi dalam
penerapan tuntutan pidana badan, denda, dan uang pengganti berbeda satu sama

lain.?

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata
susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang
melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Dalam melakukan
penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggungjawab menurut
saluran hierarki. Dalam melaksanakan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti
yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa
bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan
kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap

penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada

11 Marwan Effendy, Kejaksaan RI posisi dan Funsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2005, him. 105.

12 Tri Wulandari Adhyaksa, “Disparitas Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di
Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 1, No.
2,2014, him. 2.



pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan tetap

memenuhi hak-hak pelaku.®

Disparitas pidana (disparity of sentencing) merupakan penerapan pidana
yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang
sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. 4
Penjatuhan tuntutan yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama dapat
menyebabkan kecemburuan yang dirasakan oleh pelaku tindak pidana. Jaksa
memiliki kebebasan atas tuntuan yang akan diberikannya terhadap terdakwa akan
tetapi inilah yang akan menimbulkan ketidakpuasan bagi terdakwa. Disparitas
dalam tuntutan perkara tindak pidana umum tidak terlepas dari adanya perubahan
dalam pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan
Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Disparitas dapat terjadi karena hampir tidak
ada tindak pidana sama persis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut
KUHAP) Pasal 182 ayat 1 huruf a tidak mengatur apa yang harus dicantumkan oleh
penuntut umum dalam surat tuntutannya. Sehingga penuntut umum diberikan
kebebasan untuk menentukan apa saja yang dimuat dalam surat tuntutannya, yang
terpenting berisi tuntutan pidana untuk terdakwa. Walaupun KUHAP tidak

mengatur, tetapi jaksa memiliki surat dakwaan yang merupakan senjata untuk

13 Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Lex Renaissance, Vol. 7, No. 1, 2022,
him. 182.

14 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori - Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung:
Alumni, 2005, him. 54.



melalukan penuntutan kepada sesorang yang didakwa melakukan tindak pidana.
Maka dari itu surat dakwaan yang dibuat penuntut umum seharusnya dibuat dengan
sebenar-benarnya sehingga memenuhi persyaratan yang berdasarkan Pasal 143
KUHAP.?®

Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam Gulo dan Muharram disparitas

pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:*®

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama;

2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan
yang sama;

3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;

4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda

untuk tindak pidana yang sama.

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup disparitas hanya pada
disparitas antara tindak pidana yang sama. Disparitas antara tindak pidana yang
sama menurut Harkritstuti Harkrisnowi merupakan disparitas pemidanaan yang
terjadi dalam penjatuhan ketentuan hukum pidana yang sama. Contohnya, sama
sama melanggar Pasal 362 KUHP akan tetapi penjatuhan pidananya berbeda
terhadap terdakwa A yang dijatuhi pidana 1 tahun penjara sedangkan terdakwa

B dijatuhi pidana 8 bulan penjara.

151 Putu Bagus Eko Hadhi Santosa, I Made Arjaya Dan I Nengah Laba, > Aspek Hukum
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus
No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/08/2017)”, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No.1, 2019, him. 90.

1 Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana,”
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No. 03, 2018, him. 217.
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Disparitas kerap terjadi dibeberapa tindak pidana yang ada di Indonesia.
Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam karena didalamnya
terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara

untuk memidana.t’

Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bisa berpotensi
mengakibatkan putusan hakim yang menciptakan disparitas pidana. Maka
diharapkan perlu bagi para jaksa pada umumnya dan para Jaksa Penuntut Umum
khususnya perkara pidana untuk menyatukan persepsinya dengan mendasarkan
filosofi pemidanaan untuk melihat manfaat kedepan (forward looking). Hal itu juga
menjadi harapan bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam
satu persepsi tujuan yang sama dengan menganut filosofi pemidanaan utilitarian

yang berfokus memperhatikan manfaat kedepan dari dijatuhkannya pidana.*®

Anak yang melakukan tindak pidana juga bisa terkena disparitas tuntutan
karena hampir tidak ada tindak pidana sama persis serta tidak adanya ukuran yang
tetap untuk melakukan penuntutan yang menyebabkan perbedaan jaksa penuntut

umum dalam membuat tuntutan.

Disparitas juga terjadi pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan
oleh ABH K dan ABH R di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. ABH

K dengan nomor register perkara PDM-18 K/Eoh.2/12/2022 dalam surat tuntutan

7 bid.,
8Devy Iryanthy Hasibuan, “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Narkotika”, USU Law Journal, Vol.3, No.1, 2015, him. 97.
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yang dibuat oleh Jaksa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP atau

Pasal 362 KUHP dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak K telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” melanggar Pasal
363 ayat (1) ke 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH K dengan pidana penjara selama 8
(delapan) bulan;

3. Menetapkan 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna hitam
dikembalikan kepada saksi;

4. Menetapkan agar ABH K membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua

ribu rupiah).

Sedangkan ABH R dengan nomor register perkara
PDM/1882/K/Eoh.2/10/2023 dalam surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa diancam
pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP atau Pasal 362 KUHP dengan tuntutan

sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “’pencurian dengan pemberatan” yang melanggar

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana dengan syarat kepada Anak R berupa pelayanan
dimasyarakat di Kantor Desa Pagar Dewa selama 30 (Tiga Puluh) Jam

dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan agar anak dikeluarkan dari tahanan.
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4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 5 (Lima) buah Tojok Besi.

b. 3 (tiga) unit perahu ketek beserta 2 (dua) mesin.

c. 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit.

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua

Ribu Rupiah).

Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ukuran tuntutan pidana yang
tepat bagi pelaku. Adanya perbedaan secara substansial yang tajam dalam
melakukan upaya memberikan hukuman tuntutan pidana kepada anak yang
berhadapan dengan hukum yang satu dengan ABH yang lainnya mengenai perkara
yang sama padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama. Hal tersebut

menimbulkan terjadinya disparitas tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi
dengan judul “Disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana

Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tuntutan terhadap tindak
pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Ogan

Komering Ilir?
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2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi jaksa dalam melakukan penuntutan
perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan

Negeri Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tuntutan
terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan
Negeri Ogan Komering Ilir.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jaksa dalam
melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh

anak di Kejaksaan Negeri Ogan Komering llir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan mencapai hasil yang diharapkan agar
dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan tentang disparitas tuntutan oleh
jaksa penuntut umum dalam tindak pidana anak. Supaya bisa dijadikan sebagai
bahan tambahan bagi para pencari ilmu, terkhusus berhubungan dengan disparitas

tuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat bagi semua

pihak yang terkait, khususnya kepada masyarakat juga dengan adanya kontribusi
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pemikiran yang sudah di tuangkan dalam penelitian ini, khususnya yang terkait

disparitas tuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana anak.
E. Ruang Lingkup

Penelitian dengan judul “Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum
Dalam Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ogan Komering
Ilir)” ini penulis membatasi ruang lingkup terkait disparitas tuntutan terhadap

tindak pidana anak di Wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

F. Kerangka Teori

Menurut Notoatmodjo, kerangka teori merupakan gambaran dari teori
dimana suatu riset berasal atau dikaitkan. Kerangka teori bertujuan untuk
memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai
sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel

permasalahan yang akan diteliti.%°
1. Teori Keadilan

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang
bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu
tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-
besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya

kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap

19 Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2004,
him. 41.
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sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang,
pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut
diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional,
yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor

emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.?

Dengan demikian, teori ini berkaitan dengan disparitas tuntutan jaksa
penuntut umum mengenai faktor perbedaan tuntutan yang terjadi yang dapat

menimbulkan kecemburuan antara anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Teori Disparitas

Menurut Muladi dan Arief, disparitas peradilan pidana (disparity of
sentencing) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang
sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan
tanpa dasar pembenaran yang jelas.?! Disparitas pidana dapat dibenarkan sebab

tidak ada perkara yang sama meski dituntut dengan pasal yang sama.

Faktor internal dan eksternal hakim serta ketentuan sanksi yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebab terjadinya
disparitas peradilan pidana. Kebijaksanaan hakim dapat diukur dalam melakukan
pemidanaan kepada terdakwa. Semakin banyak pengalaman hakim dalam

mengadili dan memutus suatu perkara maka hakim akan semakin bijaksana.

20 Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum
Nasional”, Jurnal Morality, Vol. 4, No. 1, 2018, him. 64.
21 Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, Op. cit., him. 216.
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Menurut Oemar Seno Adji disparitas dalam pemidanaan dapat dibenarkan

jika termasuk dalam hal-hal berikut.??

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik
yang agak berat, namun disparitas pidana tersebut harus disertai dengan
alasan-alasan pembenaran yang jelas.

2. Disparitas pidana dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.

Berdasarkan pendapat Oemar Seno Adji tentang disparitas dapat dibenarkan
karena untuk mengatasi adanya tindak pidana yang sama bukan berarti harus
menyeragamkan pidana yang akan dijatuhkan tetapi dengan cara menilai adanya

alasan rasional untuk membuat putusan.?

3. Teori Penuntutan

Menurut Martiman Prodjohamidjaya, penuntutan memiliki arti luas yaitu
sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam
menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya
dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh
penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke

pengadilan.?*

22 Hafizd Al Khairi, “Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor:
77/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Bna Dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Bna)” , Skripsi,
Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022, him. 28.

23 Wahyuni Hamka, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)”, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018, him. 16.

24 Martiman Prodjohamidjojo, Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1984, him. 11.
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Penuntutan memiliki tujuan untuk mendapatkan ketetapan tentang
tercukupinya alasan seorang terdakwa untuk dituntut oleh penuntut umum dimuka
hakim. Tidak dijelaskan dalam KUHAP kapan penuntutan itu ada, Moeljatno
menjelaskan bahwa yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai Tindakan

penuntutan adalah: 2°

a. Jika jaksa sudah mengirim berkas perkara kepada hakim disertai surat
tuntutannya;

b. Jika terdakwa ditahan dan waktu penahanan diminta untuk diperpanjang
kepada hakim karena apabila sudah 50 (lima puluh) hari waktu penahanan
masih diminta perpanjangan secara moril jaksa dianggap sudah memiliki
cukup alasan untuk menuntut;

c. Jika dengan salah satu jalan jaksa diberitahukan kepada hakim bahwa ada

perkara yang akan diajukan kepadanya.

Teori ini sejalan dengan tugas jaksa sebagai penuntut umum dan dalam
melakukan penuntutan jaksa harus berdasarkan pedoman penuntutan yang berlaku.
Penuntutan terjadi ketika berkas telah diterima oleh jaksa penuntutan umum dan

dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim.

25 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2007, him. 76.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah
metode yuridis-empiris. Pendekatan empiris adalah jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian
hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan
hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada
tiap-tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini
dimaksudkan untuk mencari suatu data primer atau dapat juga sebagai data

lapangan.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan :

a. Pendekatan Perundang-Undangan
Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang tengah
terjadi. ® Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka
penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum

untuk kepentingan akademis.?’

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet.9, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2015, him. 93.

2" Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta:
Sinar Grafika, 2014, him. 110.
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b. Pendekatan Konseptual
Merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-
pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan
ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep
hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.?®

c. Pendekatan Perbandingan
Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi
perbandingan hukum. Menurut Van Apelddorn, perbandingan hukum
merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa
untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan

pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.?®
3. Jenis Data dan Sumber Penelitian

a. Data primer
Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke
lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau
narasumber yang dianggap mengetahui tentang disparitas tuntutan oleh

jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

28 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 177.
2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet.9, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010, him. 131.
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b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan berdasarkan dokumen resmi,

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dan

makalah, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.*

1) Bahan Hukum Primer

yaitu suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah :

a)

b)

d)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 32009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor
5332.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

30 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, him. 106.
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Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6755.
2) Bahan Hukum Sekunder
yaitu bahan yang memberikan penjelasan dalam bahan hukum primer,
seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat
ahli.
3) Bahan Hukum Tersier
yaitu bahan yang memberikan suatu arahan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

4. Lokasi Penelitian

Guna mendapatkan data primer, penulis melakukan penelitian di Kejaksaan
Negeri Ogan Komering Ilir yang beralamat JIn. Letnan Muchtar Saleh No. 02 Kel.

Paku Kec. Sukadana Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi
Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah jaksa pada Kejaksaan
Negeri Ogan Komering Ilir.

b. Sampel
Berdasarkan populasi yang telah ditentukan penulis, penentuan sampel

menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan
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konsideran, alasan, dan sasaran dalam penelitian yakni jaksa tindak pidana

umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering llir.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu:
a. Studi Lapangan

Yaitu penelitian untuk memperoleh data secara langsung bertujuan
mendapat data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Penelitian ini
difokuskan pada proses hukum terhadap tindak pidana anak.
b. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan
untuk mengumpulkan bahan-bahan yang bisa digunakan dalam penelitian,
dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan melakukan pengutipan dari
bahan-bahan kepustakaan tersebut seperti buku-buku, dokumen, jurnal
hukum, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul

permasalahan dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan kualitatif, karena menggunakan metode penelitian yang bersifat
deskriptif analisis. Data yang telah terkumpul yakni data dari lapangan dan sumber
kepustakaan akan diuraikan, dikelola, dikualifikasikan dan dihubungkan secara

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan untuk
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memperoleh pemahaman dan kesimpulan/jawaban dari permasalahan yang diteliti

dalam penulisan ini.

8. Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam Pengambilan kesimpulan di penelitian ini dilakukan dengan
cara induktif, yaitu berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang

bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.
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